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PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN PANCASITA

PENDAHULUAN

Seorang filosof Yunani yang sangat terkenal, yaitu
Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya
adalah suatu "zoon politikon” yaltu mahluk yang mempunyail
sifat wuntuk berkumpul dengan sesama mahluk . manusia
lainnya. Sebagal suatu "zoon politikon”, manu?ia itu
selalu hidup dalam suatu pergoulan hidup dan: sela}u
berorganisasi untuk mencapai tata tertib di dalamnya.
Organisasi disini dimaksudkan sebagai suatu pembagian
tugas antara manusia vang bersifat abadil untuk hencapai
suatu tujuan tertentu. Disamping itu dalam kéhidupan
ﬂersama; manusia Juga saling mengadakan hubunéan satu

dengan vang lainnya. Hukum memberikan kualifikasi



terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dip

manugia. Hubungan antar manusia inilah yang
melahirkan suatu bentuk hubungan yang disebut
hukum.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap

antarsa anggota-anggota masyarakat, sehingga

hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjad
i

hukum, serta merta menimbulkan suatu éertalian

antara subyek-subyek yvang melakukan hubungan

Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pad

subyek hukum sebagi kelanjutan dari terjadinya

hukum itu. Kewenangan ‘tersebut biasa disebut se
Berikut ini dicoba untuk membuat bagan
terjadinyva pengkualifikasian sebagal hubung

tersebut! : (

Satiipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung, 1991),
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pertalian antar orang
Dunia A ————————— B
kenyataan sasaran
pemberian kualifikasi hk
pertalian antara subyek | |
hukum berupa hubungan
vang dikualifikasikan

sebagai : hak

Dunia subyek —-——-————m— e subjek
tatanan hukum hukum
hukum objek hukum

Hubungan hukum yang dibuat oleh manusia meliputi
berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Sifat hubungan
hukum itu ada yang hanya antara manusia yang satu dengan
vang lainnya dan ada pula yang mencakup hubungén manusia
dengan organisasinya/negara (publik). Salah satu hubungan
hukum yang bersifat publik ini adalah dalam bidang hukum
pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan

hukum vang mengikatkan kepada perbuatan—perbqatan yvang
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memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa
pidanaz. Di Indonesia, hukum pidana tertulis yvang berlaku
adalah hukum pidana yvang sebagian besar berinduk dan
termuat dalam Wetboek van Straftrecht vang disahkan
berlakunva mulai tanggal 1 Januari 1918. Fada masa-masa
sebelumnya hukum pidana tertulis yang berlaku masih
bersifat dualistis. Di satu pihak diberlakukan thet
Wethoek wvan Straftrecht voor de Europeanen” bagi golongan
penduduk Eropa, melalui Stadsblad nomor 55 <ahun 1866 dan
di lain pihak diberlakukan "het Wetboek ven Straftrecht
voor Inlanders en daarmede Gellijkgestelder’ bagi penduduk
Bumiputera dan orang-orang vang dipersamaksarnya, melalui
Stadsblad nomor B85 tahun 1872. Peralit=zn dari vang
bergifat dualistis menjadi unifikasi barulah terjadi
setelah diundangkannya "Wetbhoek wvan Strzftrecht voor
Nederlandech Indie" melalui Stadsblad ncocr 732 tahun
1915.

2. Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Banduns. 1986), hal.
92.




Setelah Indonesia merdeka, kodlfikasl dan unifikasi
hukumn pidana tahun 1915 masih dinyatakan berlaku atas
dasar Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1845 untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum. Untuk tujuvan itu
kemudian dikeluarkaﬁlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1846.
Karena kondisi negara pada waktu itu telah menimbulkan
terjadinya pluralisme hukum, maka pada tahun 1958 melalui
.Undang-Undang Nomor 73 tahun 19858 din;atakan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh
wilayah Indonesia.

Meskipun sudah berusia lebih dari tigaperempat abad,
Wetboek van Straftrechttatau yang lebih dikenal sebagai
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak banyak berubah
dari bentuk aslinya. Beberapa perubahan sebagai suatu
langkah pembaharuan dalam hukum pidana yang telah
dilakukan belum banyak memberikan hasil yang memuaskan.

Melalui Undang—Undaﬁg Nomor 1 Tahun 1948 upaya
pembaharuan hukum pidané di Indonesia telah dilakukan.
Pemikiran yang lebih  sistematis untuk  melakukan

pembaharuan dalam hukum bidana sebenarnya baru dilakukan



sejak tahun 1953, vaitu ketika diselenggarakan Seminar
Hukum Nasional I di Surabaya. Dalam seminar itu diterima
suatu resolusi yang antara lain menyerukan dengan sangat
agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional
selekas mungkin diselesaikan. Pada tahun 1864 barulah
terbentuk Konsep Rencana Undang-Undang tentang "Azas—Azas
dan Dasar-Dasar Pokok Tatahukum PidanaLdan Hukum Pidana
Indonesia” . Upaya untuk menindaklanjuti pembaharuan
tersebut terjadi tahun 1968 dengan dikeluarkannya
lembaran oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional vyang
berisi Konsep Rencana Undang-Undang tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana buku kesatu.

Konsep Rencana KUHP tahun 1968 itu pada +tahun 1971
dibahas oleh Team Penyusun Rencana Undang-Undang KUHP.
dari LPHN dan menghasilkan Konsep Rencana KUHP tahun
1972. Sejak saat itu telah beberapa kalil dibentuk tim
perancang dan menghasilkan pula beberapa Konsep KUHP.
Konsep terakhir yang berhasii disusun adalah Konsep XUHP
tahun 1992/1993.

Upaya-upaya pembaharuvan yang tengah dilakukan memang
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telah menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat.
Tanggapan yang cukup menimbulkan masalah adalah tanggapan
vang mempertanyakan apakah pembaharuan itu hanya berupa
guatu revisi ataukah suatu perombakan sama sekali.
Sedangkan tanggapan lain yang cukup membutuhkan pemikiran
lebih dalam adalah mengenai masalah komponen ﬁukum vang
hendak diperbaharul, apskah meliputi keselurﬁhan bagian
komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya
hukum, ataukah hanya beberapa bagian dari komponen hukum
tersebut.

Tanggapan-tanggsespan tersebut Jika disimak lebih dalam
pada akhirnyva akan mempertanyakan bagaimanakah kita
membangun atau melakukan pembaharuan hukum pidana dalam
kerangka pembangunan hukum yvang bherdasarkan Pancasila.
Hal ini membutuhkan pemikiran yang serius darl berbagai
pihak, khususnya kalangan hukum di Indonesia. Tulisan ini
mencoba untuk ikut serta memikirkan permasalahan hukum

vang kita hadapi bergama ini.




B. PERMASALAHAN

Meskipun pada baglan perdahuluan telah disinggung
beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam
pembangunan hukum pidana di Indonesia, namun uraian
‘tersebut belum dirumuskan secara tegas. Oleh karena 1itu
beberapa permasalahan yang akan dﬁangkat dalam tulisan
ini adalah sebagai berikut : |
1. Apakah upaya-upaya pembaharuan hukum pidana yvang telah

dilakukan sudsah berada dalam lingkup pembangunan hukum
vang berlandaskan pada Pancasila 7
'

2. Aspek-aspek apakah yvang harus diperhatikan dalam mela-

kukan pembaharuan hukum pidana 7




PEMBAHAGAN

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan
bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam
Undanguﬁndang Dasar yaitu Indonesia adalah negara vyang .
berdasar atas hukum (rechtsstaat). Hal ini berartil bahwa
Negara Indonesia herdasar atas hukum (rechtést&at), dan
tidak berdasar atas kekuasaan belaka(machtsstaat).
Penegasan ihi mengandung arti bahwa hﬁkum merupakan salah
satu pokok dari penyelenggaraan sistem remerintahan
negara Indonesia. Dengan demikian harus diakul adanya
supremasi /kekuasaan hukum di atas kekuasaan lainnya serta
adanya equaliti/persamaan di muka hukum bagi setiap warga
negara. Hal 1inilah vang oleh banyak pihak dipandang
sehagal diakuinya konsep "Rule of Law” di Indonesia.

Demikian pula pernyataan di atas mengandung arti
bahwa pembangunan negara hukum Indonesia memiliki
wataknya sendiri, yang intinya dirumuskan dalam Undang-
Undang Dasar. Beberapa ciri darl watak teréebut adalah

"mewujudkan nilai-nilal Pancasila", "bersemangat




kekeluargaan” dan “tidak mengutamakan kepentingan

perseorangan’. Dan dari beberaps ciri atau bahan—bahan
dasar tersebut dapat disusun - suatu konstruksi besar
tentang masyarakat dan suatu bentuk kehidupan yangl ingin
diciptakan di Indonesia ini, untuk kemudian juga sekalian
meliputi usaha membina kualitas manusia. Indonesia

- diarahkan kesitu.3 Oleh karena itu mengandung

: i konsekuensi, pembangunan negara Indonesia harus meliputi
‘ atau tidak boleh melupakan pembangunan hukum.

Beberapa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah
mencantumkan pembangunan bidang hukum sebagal suatu
bidang pembangunan tersendiri. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/13583
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan
sasaran pembangunan bidang hukum yaitu terbentuk dan
berfungsinya sgistem hukum naslional yang mantap,
bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1846,

i e et i — i T M Yoot e . bt . i Mt Yo L i v

- 3. Sétjipto Rahardjo. Membangun Negara Hukum Pancasila.
(Cirebon,1885), hal.l19.
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dengan memperhatikan kemademukan tatanan hukum yang‘

berlaku, yang memapu menjamin kepastian, ketertiban,

penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan
dan kebenaran, - serta mampu mengamankan dan mendukung
p&mbanguﬁan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum,
saran&, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yvang

gadar dan taat hukum. |
}

1

Lebih lanjut penjabaran sasaran pembangunan bidang
hukum dalam GBHN tersebut yang menyangkut materi hukum
vang cukup penting adalah

1. Materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun

tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan
segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara bersifat mengikat .bagi gemua penduduk.
Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk
- menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian
hukum, ketértiban hukum dan perlindungan hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan
mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta

tanggung Jawab sosial pada setiap warga negara
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termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan
tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif
masyarakat dalam pembangunan, gerta mendukung
stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Pembentukan hukum diselenggarakan melalul proses seca-
ra terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, serta 'menghasilkan produk
hukum - hingga tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam
pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang
memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan
dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesual dengan
tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan
nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus
diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber
pada Pancasila dan  Undang-Undang Dasgar 1945.
Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan
hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan
pengembangan, serta ditunjang oleh sistem Jaringan

dokumentasi dan informasi hukum yang mantap.
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Berdasarkan amanat yang tercantum dalam GBHN tersebut
di atas, jelaslah ada kewajiban yang harus diselesaikan
cleh Mandataris MaJjelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu
Presiden/Pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum
dengan mengganti produk hukum kolonial dengan produk
hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1845. Oleh kar?na produk hukum
kolonial yang harus diperbaharuil jumla$nya cukup banyak,
maka tidak ada Jjalan lain kecuali melakukan pembaharuan
secara selektif, terutama diperuntukan bagi produk-produk
hukum yang menyvangkut hajat hidup orang banyak. Salah
satunya adalah hukum pidana yang sebagian besar terdapat
dalam Wetboek van Straftrecht (WvS)/Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. : |

Upaya prembaharuamn hukum bidang hukum pidana yang
dilakukan oleh pemerintah memang telah dimulai sejak
diproklamasikannya négara Indonesia. Hasil yang telah
dicapai bukan saja dalam bidang hukum pidéna material,
tetapi Jjuga meliputi hukum pidana formal dan -hukum

pelaksanaan pidana. Beberapa contoh pembaharuan yang
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telah dilekukan antara lain :

1. Bidang Hukum Pidana Material
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang lalu Lintas
Devisa. |

Undang-Undang ini dimeksudkan sebagai pengganti

Devizen Ordonantie (S. 1840 No. 205) dan Devizen
Verordening 1940 (S. 1940 No. 281).

2. Bidang Hukum Pidéna Formal
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1881 tentang Hukum Acara
Pidana.
Dengan diundangnya Undang-Undang yang lebih dikenal
sebagai XUHAP ini maka perundangan produk kolonial
vang dipergunakan untuk mengatur acara pidana telah
dicabut. Perundangan produk kolonial yang dimaksud
adalah Het Herziene Inlandsch FReglement (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 44) yang dihubungkan dengan dan
Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 flembaran negara
tahun 1951 Nomor 9, Tambahan lembaran negara Nomor 81)
beserta semua peraturan pelaksananya.

3. Bidang Hukum Pelaksanaasn Pidana

14




Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

Sejak diundangkannya‘Undang*undang Pemasyarakatan ini

maka beberapa prerundangan produk kolonial dinyatakan ‘

tidak berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud
tersebut adalah :

a. Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling
(Staatsblad 1917 Nomor 749 tanggal 27 Desember 1817
Jo. staatsblad 18926 Nomor 488) sepanjang yang
berkaitan dengan pemasyarakatan.

b. Gestichtenreglement (Staastsblad 1917 Nomor 708
tanggal 10 Desember 1817).

c. Dwangopvoedingsregeling {Steatasblad 18917 Nomor 741
tanggal 24 Desember 1917).

d. Uitvoeringsordonantie op de Voorwaardelljke Verocor-
deeling (Staatsblad 1826 Nomor 487 tanggal 8
Nopember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan
pemasyarakatan.

‘Uraian melalui contoh-contoh di atas memperlihatkan

kelum lengkapnya upaya rembaharuan hukum pidana di
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Indonesia. Pembaharuan hukum pidana khususnya dalam
bidang hukum pidana formal baru berkisar pada perundang-
undangan hukum pidana khusus. éedangkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yvang menjadi inti dari hukum
pidana di Indonesia belum digarap secara utuh. Untuk
melakukan pembaharvan KUHP tidak hanya sekedar menambah
atau mémperbéikinya, melainkan menggantinya denan vang
baru. Hal ini sebagimana yang dikatakan oleh Vo% List,
“Das Strafrecht reformieren heist nicht das Sgrafrecht
verbessern, sondern er ersetzen durch etwa Besseres"
(memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki
hukum pidana, melainkan menggant%kannya dengan yang lebih
baik).4

Upaya memperbaiki KUHP telah dilakukan sejak
kemerdekaan Indonesia diproklama%ikan. beberapa upaya itu
antara lain melalui
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1Q48 tentang Peraturan Hu-

— o — e e oy — . — i T —

4. Sudarto. Suatu Dilemsa Dalam Pembaharuan Sistim Pidana
Indonesia. (Semarang, 1874}, halaman 5.
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9

kum Pidana tanggal 26 pebruari 1946.

. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tanggal 20 Septem-~

ber 1958 vang menyatakan berlakunyva KUHP untuk seluruh
wilayah Republik Indonesia.

Undang~Undangl Nomer 1 Tahun 1960 tentang Perubahan
KUHP.

. Undang-Undang Nomor 16 Prp 1960 tengang Beberapa Pe-

rubahan Dalam KUHP.

. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1980 tentang Peru-

bahan Jumlah Pidana Denda.
Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Penodaan

Agama.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1874 tentang Penertiban

Perjudian.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubshan

dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian
dengan Perluasan Berlsakunya Ketenﬁuan Perundang-
undangan Pidana, Kejshatan Penerbangan, dan Kejahatan
terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Von List, upaya
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pembaharuan hukum pidana merupskan suatu upaya untuk
mengeganti hukum pidana yang lama dengan hukum pidana
vang lebih baik, =sehingga akan dapat menghasilkan hukum
pidana atan KUHP vang dapat disebut sebagai KUHP
Nasional. Untuk dapat disebut sebagai KUHP Nasional
tentunya harus dilandaskan pada pemikiran/paham yang
diénut oleh Dbangsa Indonesia. 0Oleh karena itu KUHP
Nagional nantinya tidak bisa tidak harus dijiwai dan
berlandaskan pada Pancasila. Alasan inilah yang mendorong
gsemakin pentingnya dilakukan pembaharuan hukum pidana.
Sebetulnya raling tidak ada tiga alasan vang
melandasi . semakin mendesaknya pembaharuan KUHP di
Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Sudarto,
vaitu
1. alasan yang bersifat politik,
Sebagai negara vang merdeka dianggap sudah wajar
apabila mempunyai KUHP yang bersifat nasional yang
dihaéilkan sendiri. Karva ini akan menjadi kebanggaan
nasional vyang sebanding dengan kedudukannya sebagai

negara yang telah melepasgkan diri dari penjajahan.
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Oleh karena itu pembsharuan KUHP merupakan baglan
tugas pembentuk undang-undang untuk “menasionalkan”
semua perundang-undangan warisan jaman kolonial, dan
ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum.

Dengan kata lain hal ini akan merupakan kebanggaan
naéional untuk memiliki KUHP Nasional sendirﬁ.

alasan yang bersifat sosiologis, |

Hukum atau perundang-undangan vang berlaku di suatu
negara harus merupakan pencerminan dari nilai-nilai
kebudayaan itu sendiri.

Jadi merupakan tuntutan so;ial untuk mempunyai KUHP
vang bersendikan sistem nilai nasional.

alasan yvang bersifat praktis praktis.

Hukum dapat diterapkan = dengan baik apabila
rerumusannya dapat dimengepti oleh para pelakaana
hukum. ©Oleh karena itu sudéh sangat mendesak KUHP
dirumuskan dalamfbahasa Indonesia sendiri, mengingat

KUHP vang sekarang berlaku pada hakekatnya mésih

mempergunakan bahasa asing (Belanda). 0Oleh karena itu

18




sangat diperlukan adanya KUHP yang asli berbahasa
Indonesia.?

Sedangkan oleh Muladi ditambahkah satﬁ alasan lain,
vaitu alasan yang berdasarkan pertimbangan adaptif.
Berdasarkan pertimbangan ini maka KUHP Nasional yang
dibentuk nanti diharapkan harus dapat menyesuaik@n difi
dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya
perkembangan internasional vang sudah disepakati oleh
masyarakat beradab.®

Harus diakul bahwa pembaharuan KUHP, sebagaimana
pembaharuan  hukum pada  umumnya, tidak terlepas
keberadaannya sebagail suatu sistem hukum. Oleh karena itu
ia tidak hanya mencekup bidang substansi hukumnya saja
tetapi Juga meliputi bidang lain yaitu bidang struktur
hukumnya dan juga budaya hukumnya. Ketiga komponen dalam
sistem hukum tersebut mempunvai makna tersgendiri yang

5. Sudarto. Qp cit. hal.62-83.

B. Muladi. Proyveksi Hukum Pidana Materiil Indoneisa Di Masa
Datang. (Semarang, 1990), halaman 3.
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saling berkaitan. Struktur hukum merupakan bentuk
permanen dari suatu sistem hukum. Substansi hukumnya
merupakan komposisi dari norma-~norma substantive mengenai
perilakui yang seharusnya dijalanklan oleh lembaga-—
lembaga hukum didalamnya. Sedangkan budays hukum terdiri
dari unsur nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.7

| Berlandasskan pada uraian-uraian terdahulu, perlu
diiihat seberapa Jauh, Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana vang ada sekarang ini sudah cocok dengan
uraian-uraian tersebut.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana vang
terakhir dihasilkan adalah Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang sudeh disempurnakan oieh Tim Kecil dari
Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman hingga tangegal 13 Maret 19893. Naskah
Rancangan KUHP ini terdiri dari Buku Kesatu yéng terdiri

7. Lawrence M. Friedman. The Legal System. (New York, 1975),
Halaman 14-15.
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dari 6 bab dan 163 pasal serta Buku Kedua yang terdiri
dari 32 bab dan 451 pasal, sehingga seluruhnya terdiri
dari 38 bab dan 614 pasal. Buku pertama berisi ketentuan
umum yang meliputi hal berlakunya ketentuan pidana dalam

peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan

pertanggungdawaban ridana; remidanaan, pidana dan
tindakan; tenggang  waktu pengaduan, gugﬁrnya hak
penuntutan dan hak pelaksanaan pidana; pengertian—

pengertian; dan ketentuan penutup. Sedangkan buku kedua
berisi Jjenis-jenis tindak pidana.

Upaya-upaya vyang dilakukan oleh Panitia Penyusunan
Rancangan  Undang-Undang KUH% dari  BPHN Departemen
Kehakiman dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di
Indonesia memberikan hasil yang cukup memuaskan. Beberapa
hal yvang menunjukan bahwa hulum pidana yang dibentuk
didasarkan pade pandangan hidup bangsa telah tercermin
dalam hasil karyanya. :

Salah ‘satu permasalahan mendasar yang telah termuat
dalam Konsep RUU KUHP adalah méngenai implementasi ide-

1de atau konsep individualisasi pidana di dalamnya. Untuk
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memperjelas implementasi ide-ide “atau konsep
individualisasi pidana ini, kiranya perlu diuraikan
secara ringkas mengenai fungsi utama dari hukum pidana.
Sebagal salah satu cabang dari hukum, hukum pidana
memiliki berbagai fungsi. Sudah barang tentu fungsi utama
adalah bertujﬁan untuk menanggulangi kejshatan. Sedangkan
fungsi lainn&a adalah menjaga agar penguasa (pemerintah)
dalam menanggulangi  kejahatan, dapat mel&ksanakan
tugasnya sesuail dengan ketentuan yang telah digariskan
oleh hukum pidana itu sendiri. Dengan adanya fungszi utama
dalam menanggulangi kejshatan 1ini, telah menempatkan
hukum pidana sebagal bagian dari politik kriminal.
Politik kriminal atau kebijakan kriminal pada
dasarnya adalah suatu upaya untuk menanggualngi kejahatan
vang terdiri dari upaya penal dan non penal. Sedangkan
arti politik kriminal itu sendiri, sebagaimana vyang
diuraikan oleh Sudarto antara lain mempunyail arti
1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruvhan asas dan metode
vang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran

hukum vang berupa pidana.
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2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari apara-
tur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari
pengadilan dan polisi.

3. Dalam arti paling 1luas, yaitu keseluruhan kebijakan
vang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma sentral dari masyarakat.a

Bertitik tolak dari pengertian kebijakan kriminal di
atas, maka pada hakekatnya upaya penanggulangan kejahatan
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
magyvarakat (sosial defence) dan merupakan upaya mencapal
kesejahteraan masyarakat {(social welfare). Dengan
demikian tujuan akhir dari politik kriminal adalah Jjuga
untul mencapai kesejahterasn masyarakat(politik =sosial).
(leh Lkarena itu penanggulangan kejahatan dapt ditempuh
melalui kebijakan integral, yaitu dengan pendekatan
kebijakan dalamlgrti :

o ——— o — ———— i — Ly

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Kriminal. Tanpa Penerbit.
Halaman 1.




9.

1. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal
dan politik sosial.
2. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggu-
langan kejahatan dengan upaya penal dan non pena1.9
Pada haskikatnya pidana adalah sarana atau alat untuk
mencapal ‘tujuan tertentu. Sudah barang tentu tujuan-
tujﬁan ini akan tampak berbeda dan tergantungidari aliran
pemlikiran yang dianut oleh yang merumuskan %uduan itu.
Penganut aliran modern dalam hukum pidana, =sebagaimana
dianut oleh para pakar hukum pidana Indonesia, telsh
merumuskan tujuan pidana yang  didasarkan pada
keseimbangan dua sasaran !pokok, vaitu perlindungan
masyarakat dan perlindungan pelaku tindak pidana. Dengan
demikian mengandung pokok pemikiran keseimbangan
monodualistis, yaitu antara 'kepentingan masyarakat dan
kepentingan individu atau antara faktor objektif dan
faktor subjektif. :

Uraian singkat tersebut menggambarkan ide—ide. atau

Ibid. hal 2.
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konsep individualisasi hukum pidana. Konsep ini sudah

dimasukkan dalam beberapa Konsep KUHP vang pernah dimuat.

Dan pada umumnya ide individualisasi hukum pidana ini

terlihat dengah jelas dalam aturan umum Konsep KUHP

tersebut, misalnya :

1. Agas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan:asas fun—
damental yvang masih tetap dipertahankan.

2. Ketentuan alasan penghapus pidana, khususﬁya alasan
pemaaf, dimasukkan masalah error, daya pakaa,
pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu
bertanggung Jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.

3. Ketentuan tentang pedoman pemidanaan yang antara lain
mencakup  bahwa hakim diwajibkan mempertimbangkan
beberapa faktor antara lain motif, sifat batin dan
kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak
pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominbya
gerta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depsan si
pembuat. |

4. Ketentuan tentang pedoman pemberian maaf/pengampunan,

vang antara lain mewajibkan hakim untuk Juga
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mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan

prertimbangan kemanusian.

Ketentuan tentang peringanan dan pemberatan pidana

vang antara laln memuat adanya kewajiban untuk

mempertimbangkan faktor-faktor

a. apaksh ada kesukarelaan terdakwa menerahkan diri
kepada pihak berwajib;

b. apakah ada kesukarealaan terdakwa memberi ganti ru-
g1l atau memperbaiki kerusakan yang timbul;

c. apakah ada kegoncvangan Jiwa yang sangat hebat;

d. apakah si pelaku adalsh wanita hamil muda;

e. apakah ada kekurangmampuan bertanggung Jjawab;

f. apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang me-
langgar kewajiban Jjabatannya/menyalahgunakan kekua-
gaannya;

g. spakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya;

h. apaksh la seorang residivis.

. Selain itu ide individualisasi pidana Jjuga ada pada

- ketentuan tentang modifikasi/perubahan/penyesuaian

peninjauvan kembali putusan pemidansan yang telah
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berkekuatan tetap. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa
ide individualisasi pidana tidek pada pidana yang akan
dijatuhkan, tetapi vang telah ditetapkan  atau
dijatuhkan Juga harus selalu bisa
dimodifikasi/dirubah/disesuaikan dengan perubahan dan
perkembangan individu.

Ide individualisasi pidana Jjuga tampak aari adaya ke-
tentuan bahwa perlu adanya keleluasaén bagi Thakim
dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau
tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku
tindak pidana. Sehingga diperlukan adanya
“fleksibhilitas atau eléstisitas pemidanaan” walaupun
tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-
undang. Dari hal ini maka dalam Konsep KUHP ditentukan
hal-hal sebagai berikut!':

Sanksi vang tersedia ;dalam konsep beruipa pidana
(terdir dari pokok danitambahan) dan tindakgn. Tapi
dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan berbagai
alternatif sanksi, yaitu_:

a. mendatuhkan pidana pokok saja




b. menjatuhkan pidana tambshan saja

c. menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan

e. menjatuhkan pidana pokok dan tindakan

f. menjatuhkan pidanalpokok, pidana tambshan dan tin-
dakap.

Hak;m dapat Juga menjatuhkan Jenis ganksi ‘1ainnya
(pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak
tercantum,  sepanjang dimungkinkan/diperbolehkan
menurut aturan umum Buku 1, walaupun pada prinsipnya
sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang
tecantum (diancamkan).

Walaupun sanksi pidana diancamkan secara tunggal te-
tapl dalam penerapannya hakim dapat memilih alternatif
pidana lainnya.

Walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif
tetapli dalam penerapanya hakim dapat mendatuhkan

pidana secara kumulatif.lo

10. Barda Nawawi Arief. Pokok Pemikiran Mengenail Pidana Dan
Pemidanaan. (Makalah, 1992), halaman 2-7.




Demikianlah beberapa hal yang dapat menggambarkan
diterapkannya ide indivualisasi dalam konsep KUHP yang
sekarang ini. Ide individualisasi yang tidak lain Juga
merupakan pengejahwantahan dari asas monodualistis yané
pada dasarnyva Jjuga merupakan suatu upaya untuk menggall
nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam
kerangka sistem hukum pidana nasional.

Upava untuk membangkitkan kembali nilai-nilai yang
hidup di masyarakat dan mengkajinya secara mendalam
sebagai bahan penyusunan hukum pidana nasional, harus
diakui memang sebagai bagian dari kewajiban dunia
akademik. Pengembangan dan pembaharuan hukum pidana,
khususnya dari gegi substansi hukumnya harus
memperhatikan aspek “"kejiwaan/kerohanian” dari hukum
pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa
kajlan nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap
nilai~nilai moralitas umum yvang melandasi hukum pidana'
(éeperti nilai keadilan, kebenaran, 7 kejujuran,
képercayaan dan kasih sayang antar sesama)}, tetapi Jjuga

nilai-nilai kemusilaan nasional atau nilai-nilai
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berkehidupan kebangsaan vang dicita-citakan oleh

masyarkat/bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sekiranya
vang dicita-citakan sebagai sistem hukum nasional adalsh
Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan
dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-
nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang bherorientasi
péda nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa"L hukum pildana

yvang “Berkemanusian yang adil dan beradab", hukum pidana

vang mengandung nilai-nilai ‘“persatuan” (antara lain

tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan

kepentingan bersama), hukum pidana yang diJjiwal nilsi
! 4

"Kerakyatan vang dipimpin'oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permuayawaratan” {antarsa lain mengutamakan

kepentingan/kesejahteraan . rakyat, penyelesaian konflik %
secara bijaksana/musyawa%ah/kekeluargaan) dan hukum

pidana yang ber-"keadilan aosial".ll

A o i R St e A ey S et o E

11. Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Hukum
Pidana. (Semarang, 1994), halaman 30.
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D. PENUTUP

Pembaharuan hukum, termasuk didalamnya pembaharuan
hukum pidana merupakan suatu upaya nasional yeng sedang
mendapat ﬁerhatian Bangsa Indonesia. Hal lini Eukan
semata-mafa dikarenakan upaya tersebut merupakan amanah
rembangunan yvang telah digariskan oleh Ketetaﬁan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga merupakan Jaminan
bagi terwujudnya cita-cita nasional yang telah ditegaskan
sejak diproklamirkannya kemerdeksan Bangsa Indonesia.

Bertitik tolak darl rangkaian latar belakang,
permasalahan serta pembahasan yang telah dilskukan, maka
bheberapa pokok pemikiran vang berkaitan dengan masalah
pembaharuan hukum pidana dalam kerangka pembangunan hukum
berdasarkan Pancasila dapat disimpulkan sebagal berikut :
1. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan di Indonesia,

khususnya dalam bidang substansi hukum yang tercermin
dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana WNasional telah sejalan dengan amanah
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pembangunan yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara Tahun 1993 yang dalam bhidang hukumnya
telah menggariskan sasaran pembangunan bidang hukum
adalah terbentuknya dan berfungsinya sistem hukﬁm
nasional yvang mantapr bersumberkan Pancasila, dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana
perlu diperhatikan aspek-aspek vang terdapat pada
nilai-nilai dalam masyarakat, vang antara lain
meliputi pula aspek kejiwaan/kerochanian dari hukum
pidana itu sendiri disamping nilai-nilai berkehidupan
berkebangsaan vang dicita-citakan oleh
masyarakat/bangsa Indonesia yang berdasarkan pada

pandangan hidup Pancasila.
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